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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, dipandang 

perlu membubarkan lembaga nonstruktural Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Pembubaran Badan Penanggulangan 

Lumpur Sidoarjo;  

   

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

   

www.peraturan.go.id



2017, No.39 -2- 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN BADAN 

PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 

 

Pasal 2 

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pekerjaan umum. 

 

Pasal 3 

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1, pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen 

pada lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan 

Lumpur Sidoarjo dialihkan kepada kementerian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan 

unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik 

Indonesia, dan Kementerian Keuangan. 

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal 

diundangkan Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal 4 

Pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran lembaga 

nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

www.peraturan.go.id


